SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KOTA MADIUN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

a. bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan
yang terjadi dalam satu tahun anggaran, Peraturan
Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubabh;

bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a
merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6322);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

27.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009
Seri E);

28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
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29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009
tentang  Sistem = Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);

31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah
Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2021 Nomor 1/D);

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun
2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023
Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun

Nomor 110);
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34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023
Nomor 3/D);

35. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024
(Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 16/G);

36. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Madiun
Tahun 2023 Nomor 62/G) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62
Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Madiun
Tahun 2024 Nomor 27/G);

Memperhatikan: Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Menetapkan

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor:
4/S-HP/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Madiun Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2024 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA MADIUN NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
penting dan startegis Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan
pembangunan pada Tahun 2024. RKPD yang telah ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun
berlandaskan RKPD, guna menjamin konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2024 menjadi
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan
Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2024.

Perubahan kebijakan anggaran perlu di antisipasi oleh pemerintah
daerah. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2024
berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2024. Sementara
kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 secara tidak
langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2024. Demikian
pula dengan kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi
proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan,
belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk
Tahun yang berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan
mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan RPJMN Tahun
2020-2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap perubahan dalam
pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti
dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.
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Penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini dilakukan

dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaaan RKPD
Tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada triwulan II dilakukan
evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun. Jika terdapat perubahan dalam
asumsi makro, kebijakan pemerintah, potensi pendapatan dan belanja
daerah, maka penting untuk disusun dokumen Perubahan RKPD.
Perubahan dalam dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan, pergeseran
(penambahan atau pengurangan) pagu indikatif pada masing-masing
SKPD /urusan/prioritas beserta hal-hal yang mendasari perubahan
tersebut. Tujuannya, agar tercipta kesinambungan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan
pembangunan.

Perubahan terhadap RKPD perlu di lakukan sesuai dengan perubahan
dinamika pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil capaian
kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun
Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 dan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebjakan Umum APBD (KUA)
Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, yang meliputi : perubahan asumsi
ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah,
penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun
2019-2024, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi
prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan
aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa
program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan
perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran

daerah dalam bentuk perubahan RKPD.
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1.2

Berdasarkan regulasi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Perubahan tersebut diantaranya adalah:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah. Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, dokumen tersebut akan
akan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP
Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam
bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan (RKPD-P) Kota Madiun Tahun 2024 dilandasi oleh:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional,;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk
Pemerintah Daerah;

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 13
Tahun 2023 tentang standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender;

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;

42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang

Rancana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
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43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2026;

44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tenatng
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025;

45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun
Tahun 2005-2025;

46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;

48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun
Tahun 2019-2024.

Hubungan Antar Dokumen
Sebagai  bagian  terintergrasi dalam = sistem = perencanaan

pembangunan, Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan

dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional
maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain RPJPD, RPJMD, Renstra-

PD, RKPD, dan Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang

terkait dengan dokumen ini antara lain:

1. RPJP Nasional dan Provinsi;

2. RPJM Nasional dan Provinsi; dan

3. RKP Nasional dan Provinsi.
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Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan

dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

RPJP p—
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|
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Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan
penyempurnaan dari RKPD Kota Madiun Tahun 2024 serta penjabaran dari
arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.
Perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; RKPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta berpedoman pada Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya
Dokumen Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 akan menjadi acuan
penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Perubahan Renja perangkat
daerah Tahun 2024 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting
bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung

pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai
penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas
fiskal, serta kebijakan pada Tahun berjalan. Disamping itu, perubahan
RKPD juga dimaksudkan untuk mencapai efisensi alokasi sumber daya

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
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Selanjutnya, rincian tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Kota
Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja—PD).
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan sebagai dasar
dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar
pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan,
sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan
perkiraan perubahan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup
perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah
mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga
memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan

maju pada RKPD Tahun sebelumnya.
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BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah tersebut
mencakup semua rencana Perubahan program dan kegiatan prioritas
yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja
langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP
Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat
dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi
semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta efektivitas
kinerja Pemerintah Daerah. Implementasi dalam pencapaian tujuan dan
sasaran Pembangunan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah merujuk pada evaluasi dan pengukuran hasil dari pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah
Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
sebagaimana tertuang dalam RKPD dan APBD Kota Madiun Tahun 2024
dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024,

sebagaimana capaian indikator kinerja tujuan berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2022-2024

2022 2023 2024 2024 P
No Indikator Kinerja

Baseline | Target [ Realisasi Target Target

Indeks Reformasi
1 (B) 69,26 | (B) 69 |[(A-) 87,95] (BB) 70,01 |(A-) 87,95
Birokrasi (IRB)

2 |Livable City 90,33 88,60 91,93 89,01 91,93

Indeks Pembangunan
3 82,01 82,15 83,71 82,35 83,71
Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan
4 94,57 94,49 95,18 94,51 95,18
Gender

Indeks Pembangunan
5 6,87* 6,42 6,87* 6,44 6,44
Ekonomi Inklusif

6 |[Indeks Ketentraman 81,25 77,15 82,88 77,20 82,88

7 [[ndeks Gini 0,398 0,36 0,416 0,35 0,39

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS, 2023
*)Jangka sementara

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah:

1. Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang relatif sangat
tinggi dari Tahun 2022 sebesar B (69,26) menjadi A- (87,95) pada
Tahun 2023. Peningkatan tersebut juga telah mencapai target yang
ditetapkan dan mengindikasikan kualitas birokrasi pemerintahan

Kota Madiun telah mengalami perbaikan yang pesat.
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2. Kota layak huni atau livable city merupakan gambaran sebuah
lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal
dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai
variabel baik fisik maupun non-fisik. Kota layak huni Tahun 2022
mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 dan telah melebihi
dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut mengindikasikan
bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah dengan kota yang relatif
nyaman untuk beraktivitas.

3. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan dari
Tahun 2022 (82,01) ke Tahun 2023 (83,71). Indeks tersebut juga telah
melebih target (82,15) yang ditetapkan.

4. Seiring dengan peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG)
juga mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang
relatif kecil. IPG Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 94,57 meningkat
menjadi 95,18 Tahun 2023. Realisasi tersebut melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar 94,49.

S. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun pada
Tahun 2021 berada pada skor 6,87 dan melebihi target yang telah
ditetapkan sebesar 6,38. Untuk Nilai IPEI Kota Madiun Tahun 2022
dan Tahun 2023 masih berada pada angka sementara sebesar 6,87
dikarenakan realisasi publikasi dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional belum rilis hingga saat ini.

6. Indeks ketentraman mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya. Pada Tahun 2022 indeks ketentraman sebesar 81,25 dan
meningkat menjadi 82,88 pada Tahun 2023 dan sudah mencapai
target yang ditetapkan sebesar 77,15.

7. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 mengalami penurunan seiring
dengan pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan
kemiskinan menurun dari 4,76 persen pada Tahun 2022 menjadi 4,74
persen pada Tahun 2023. Pencapaian tersebut salah satunya
disebabkan oleh menurunnya tingkat pengangguran, disisi lain
Tingkat Ketimpangan pendapatan/ Indeks Gini naik dari 0,398 pada
Tahun 2022 menjadi 0,416 pada Tahun 2023 hal ini disebabkan
penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi standar pengupahan
yang mereka peroleh, pengangguran turun yang berdampak
kemiskinan turun akan tetapi pendapatan mereka di bawah standar

yang ditetapkan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.
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Kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro
pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju
pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat
pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.
Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari
pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku
pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada

Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah:
Tabel 2. 2 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2023

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 82,01 83,71
2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,52 5,80
3 Inflasi Persen 5,80 2,35
4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen 6,39 5,85
S | Angka Kemiskinan Persen 4,76 4,74

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia
di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. IPM Tahun 2023 tercatat
sebesar 83,71 atau tumbuh 0,70 persen dibanding tahun sebelumnya pada
Tahun 2022. intensitas Pandemi Covid-19 yang berangsur menurun serta
kegiatan perekonomian masyarakat yang meningkat berpengaruh terhadap

besarnya kenaikan IPM di Kota Madiun.
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PERKEMBANGAN IPM

Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan
standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup
sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu
jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir
untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur
pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur

melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke
atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS)
didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan
akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar
hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan,
yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli

(purchasing power parity).
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Tabel 2. 3 IPM Kota Madiun Menurut Komponen

UrﬁguHa;:;)fn Harapan Rata-rata Pengeluaran per
Tahun Lar;ﬁr Lama Sekolah|Lama Sekolah Kapita yang
(UHH) (HLS) (RLS) Disesuaikan (PPP)
2019 72,75 14,39 11,13 16.040
2020 72,81 14,40 11,14 16.018
2021 72,83 14,41 11,37 16.095
2022 73,13 14,43 11,67 16.503
2023 73,44 14,44 11,82 17.115

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi
umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke Tahun.
Selama periode Tahun 2019 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil
meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 Tahun (2019)
menjadi 73,44 Tahun (2023) atau naik sebesar 0,69 Tahun. Hal ini
menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota
Madiun.

Gambar 2. 2 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25
Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah
(HLS) didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Selama periode 2019 hingga 2023, HLS Kota Madiun
meningkat dari 14,39 Tahun (2019) menjadi 14,44 Tahun (2023) atau naik
sebesar 0,05 Tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi
sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.
Di Tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44
Tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang
untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,13 Tahun
(2019) menjadi 11,82 Tahun (2023) atau naik 0,69 Tahun. Ini berarti rata-
rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat
pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun
HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di
Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin
membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum

juga akan berlangsung lebih baik.

11,13 11,14 11,37 11,67 Loz
14,39 14,4 14,41 14,43 14,44
2019 2020 2021 2022 2023

«=@==Harapan lama Sekolah ==@==Rata-rata Lama Sekolah

Gambar 2. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah
standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita
(atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada Tahun 2023
pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan
mencapai Rp 17,115 juta per Tahun, naik 3,71 persen dibanding
Tahun 2022 lalu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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PENGELUARAN PER KAPITA
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Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro
yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu
wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan
ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi
didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional
Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai
tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu
wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk
domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu
atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk
mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data
tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang
berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur
perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun
berdasarkan harga pada Tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun
dasar yakni Tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan
harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang
dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan
sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan
pembangunan yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Uit ADHB o ADHK

2023 17.256,22 11.764,40
2022 15.818,61 11.119,55
2021 14.435,43 10.537,70
2020 13.519,88 10.055,91
2019 14.107,34 10.623,07

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

PDRB Kota Madiun selama periode Tahun 2020-2023 menunjukkan
tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota
Madiun pada Tahun 2019 mencapai Rp 14,107 triliun. Namun, pada
Tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi
sebesar Rp. 13,519 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun
2021 menjadi sebesar Rp. 14,435 triliun, Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.
15,818 triliun, dan Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 17,256 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun
pada Tahun 2019 dari Rp. 10,623 triliun mengalami penurunan pada
Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,055 triliun dan kembali mengalami
kenaikan pada periode Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 10,537 triliun,
Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 11,119, dan Tahun 2023 menjadi sebesar
Rp. 11,764 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode Tahun
2020-2023 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus
mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata- rata pertumbuhan
ekonomi Kota Madiun selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar
9,21%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode
tersebut terjadi pada Tahun 2023 yang mencapai 5,80%, sedang
pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu

terkontraksi sebesar -3,39%.

Pada Gambar di bawah, terlihat dalam kurun waktu Tahun 2019-
2023, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana
perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi
Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat. Pada periode Tahun
2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota
Madiun mulai membaik dan kembali positif naik dari sebesar 4,79, 5,52

menjadi sebesar 5,80.
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Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor

ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)

Kategori 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan| -0,94 | 11,57 | -7,26 | -5,67 | 4,79
B Pertambangan dan Penggalian 2,41 -5,65 | -4,12 | -8,49 | -5,53
C [Industri Pengolahan 4,64 |-23,84| 7,10 | 2,17 | 7,98
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,69 1,98 | 2,95 | 7,95 | 5,38
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, | 4,52 4,86 | 6,28 | 3,50 | 4,21
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 490 |-4,71 | -0,90 | 8,24 | 4,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; 6,20 |-11,18| 10,16 | 7,98 | 5,60
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 9,11 -4,38 | 7,17 [ 16,90 11,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 8,86 | -7,98 | 3,21 | 9,96 | 6,93
Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,58 |16,12 | 4,75 | 5,94 | 6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,79 -0,66 | 0,47 | 0,32 | 2,82
L Real Estate 5,96 0,33 | 1,19 | 5,09 | 4,35
M,N (Jasa Perusahaan 6,1 -3,18 | 0,77 | 5,26 | 6,12
O IAdministrasi Pemerintahan, 3,85 | -2,23 | -0,99 | -0,43 | 0,51
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 7,65 1,97 | 0,54 | 0,59 | 3,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,52 998 | 5,46 | 3,29 | 3,20
R,S,T, UJasa lainnya 6,92 |-10,68| 4,08 [12,11| 9,39

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,69 -5,34 | 4,79 | 5,52 | 5,80
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-20 -

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun
yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan
Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu
Tahun 2019-2023 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah
tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan
pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Akan
tetapi pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2022 adalah Kabupaten
Pacitan sebesar 5,54. Data mengenai pertumbuhan ekonomi
kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan
Madiun Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Kota Madiun 5,69 -3,39 4,79 5,52 5,80
Madiun 5,42 -0,12 3,32 4,32 5,12
Magetan 5,04 -1,64 3,04 3,89 4,47
Ngawi 5,05 -1,69 2,55 3,19 4,49
Pacitan 5,08 -1,84 2,49 5,54 4,46
Ponorogo 5,01 -0,90 3,19 3,24 5,14

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktasi tinggi menggambarkan besarnya
ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah
perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian
secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak
menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya
beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada
gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,
kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat inflasi Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 2,35 persen dengan
Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,26. Inflasi tertinggi terjadi
pada Tahun 2022 sebesar 5,80 persen dengan IHK 115,61 dan inflasi
terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 1,86 persen dengan IHK 104,35.
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Gambar 2. 6 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan dan penurunan
harga dibandingkan pada Desember Tahun lalu pada hampir seluruh
kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan
tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air,
listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan
dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok
transportasi; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok
pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran;
kelompok perawatan pribadi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa

keuangan.

Ketenagakerjaaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15
Tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung
meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun.
Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 141.874 orang, naik
sebanyak 16.605 orang dibanding Tahun 2022. Sebagian besar penduduk
usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 111.852 orang atau 15,53
persen, sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja
pada Tahun 2023 terdiri dari 105.313 orang penduduk yang bekerja dan
6.539 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Tahun 2022 terjadi
kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 15.037 orang. Penduduk
bekerja mengalami peningkatana sebanyak 14.686 orang dan

pengangguran sedikit meningkat sebanyak 351 orang.
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Tabel 2. 7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Tahun 2021-2023

Perubahan

Status Keadaan Tahun (2022-2023)

Ketenagakerjaan Person
Penduduk Usia Kerja 144.219 144.820 161.428 16.605 11,47
Angkatan Kerja 96.439 96.815 111.852 15.037 15,53
-Bekerja 88.580 90.627 105.313 14.686 16,20
-Pengangguran 7.859 6.188 6.539 351 5,67
Bukan Angkatan Kerja 47.780 48.005 49.576 1.571 3,27
I O O N T
Tingkat Pengangguran 8,15 6,39 5,85 -0,54
Terbuka (TPT)
Tingkat Partisipasi 66,87 66,85 69,29 2,44

Angkatan Kerja (TPAK)
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap
banyaknya penduduk wusia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
negara/wilayah. TPAK pada Tahun 2023 sebesar 69,29 persen, naik 2,44
poin dibanding Tahun 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki
sebesar 78,69 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar
60,42 persen. Apabila dibandingkan Tahun 2022, TPAK laki-laki
mengalami kenaikan sebesar 2,75 poin sedangkan TPAK perempuan juga

mengalami kenaikan sebesar 1,86 poin.
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Gambar 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar
kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga
kerja. TPT Tahun 2023 sebesar 5,85 persen mengalami penurunan sebesar
0,54 poin dibandingkan Tahun 2022.

Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021-2023

KEGIATAN 2021 2022 2023
- Bekerja 88.580 90.627 105.313
- Pengangguran 7.859 6.188 6.539
Bukan Angkatan Kerja 47.780 48.005 49.576
Penduduk Usia Kerja 144.219 144.820 161.428
Tingkat Pengangguran Terbuka 9,82 9,85 6,07
(Laki-laki)
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,22 2,30 5,57
(Perempuan)
Tingkat Pengangguran Terbuka 8,15 6,39 5,85

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

TPT laki-laki sebesar 6,07 persen, lebih tinggi dibanding TPT
perempuan yang sebesar 5,57 persen pada Tahun 2023. Dibandingkan
Tahun 2022, TPT laki-laki turun 3,78 poin dan TPT perempuan naik 3,27
poin mendekati TPT laki-laki, hal ini mengindikasikan pengarusutamaan

gender di Kota Madiun berjalan dengan baik.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat
tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai
kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas
faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari
hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang
lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan
perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota
Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun
2023 sebesar 4,74 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan
pada periode Tahun 2022, maka terjadi penurunan sebesar 0,02 persen
atau sekitar Rp 53.511,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2022 berada
pada level Rp 551.620,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2023
mencapai Rp 605.131,00 perkapita perbulan.
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Tabel 2. 9 Profil Kemiskinan Tahun 2019-2023 Kota Madiun

e e e Penduduk Miskin
Tahun (Rp/Kapita/Bulan) Jumlah Persentase
2019 478.304,00 7.690 4,35
2020 497.628,00 8.830 4,98
2021 514.409,00 9.060 5,09
2022 551.620,00 8.490 4,76
2023 605.131,00 8.460 4,74

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam
kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai
diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari
program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis
pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Hal ini
berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kota Madiun yang mengalami

penurunan.

Gambar 2. 8 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 (Ribu Jiwa)
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2.2 Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD
Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan,
Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran
menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat
pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih.
Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :
Tabel 2. 10 Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2023
Misi/ Kondisi Awal Tahun 2023
Tujuan/ Indikator Kinerja Satuan 2022 Tar Realisasi % Capaian
- get ealisasi
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
T.1 [Terwujudnya tata IT1.1 Indeks Reformasi [Indeks (B) 69,26 (B) 69 (A) 87,95 127,46%
kelola pemerintahan Birokrasi
lyang baik, bersih,
dan profesional yang
berorientasi pada
pelayanan publik
berbasis smart cities
S.1 |Meningkatnya I1S1.1 Nilai Akuntabilitas [Skor BB (77,15) BB (79) A (80,08) 101,37%
akuntabilitas Kinerja Pemerintah
penyelenggaraan Kota
pemerintah daerah Madiun (AKIP)
[S1.2 Nilai Laporan Skor 2,98 Tinggi 2,98 87,39%
Penyelanggaraan (sedang) (sedang)
Pemerintah Daerah
(LPPD)
1S1.3 [ndeks Sistem [ndeks 2,86 2,87 4,45 155,05%
Pemerintahan (baik) (Memuaskan)
Berbasis Elektronik
(SPBE)
S.2  |Meningkatnya [S2.1 Indeks Kepuasan [Indeks 86,964 85 88,024 103,56%
kualitas pelayanan Masyarakat (IKM) (baik) (baik) (baik)
public [Pemerintah Kota
Madiun
1S2.2 ndeks Inovasi Indeks 53,96 58,4 52,62 90,10%
Daerah
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
T.2 [Terwujudnya 1T2.1 Indeks Kenyamanan [Indeks 90,33 88,60 91,93 103,76%
Pembangunan Kota (livable city)
infrastruktur Kota
[yang Maju,
berwawasan
lingkungan dan
berkelanjutan
S.3 |Meningkatnya 1S3.1 Indeks infrastruktur [Indeks 98,27 98,42 98,44 100,02%
kualitas layanan
infrastruktur kota
S.4 |Meningkatnya 1S4.1 Indeks Kualitas Indeks 58,13 57,85 60,24 104,13%
kualitas lingkungan Lingkungan Hidup
hidup
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun
T.3 [Terwujudnya IT.3.1 |Indeks Indeks 82,01 82,15 83,71 101,90%
Pembangunan Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Manusia yang [T.3.2 [Indeks Indeks 94,57 94,44 95,18 100,78%*
berkualitas dan Pembangunan
berdaya saing Gender
S.5 [Meningkatnya 1S5.1 Harapan Lama Tahun 14,43 14,42 14,44 100,14%
kualitas pendidikan Sekolah
Masyarakat 1S5.2 Rata-rata Lama Tahun 11,67 11,16 11,82 105,92%
Sekolah
S.6 |Meningkatnya 1S6.1 [Angka Harapan Tahun 73,13 72,83 73,44 100,84%
Derajat kesehatan Hidup
masyarakat
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Misi/ Kondisi Awal Tahun 2023
Tujuan/ Indikator Kinerja Satuan 2022 Tar Realisasi % Capaian
e get ealisasi
S.7 |Meningkatnya [S7.1 Indeks Indeks 78,03 77,20 78,94 102,25%
Pemberdayaan Pemberdayaan
Gender Gender
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
T.4 [Terwujudnya 1T4.1 Indeks Indeks 6,87* 6,42 6,87** 107,01%*
Pembangunan Pembangunan
ekonomi inklusif Ekonomi Inklusif
S.8 |Menurunnya tingkat IS9.1 Tingkat % 6,39 6,15 5,85 105,13%
pengangguran Pengangguran
terbuka Terbuka
S.9 |Meningkatnya 1S8.1 [Persentase % 7,98 2,91 5,60 78,54%**
Pertumbuhan dan pertumbuhan PDRB
perkembangan sektor perdagangan
ekonomi 1S8.2 Persentase % 21,57 0,84 24,70 190,54%**
pertumbuhan PDRB
sektor
jasa
T.5 [Terwujudnya IT5.1 Indeks Ketentraman [Indeks 81,25 77,15 82,88 107,43%
Pemerataan 1T5.2 Indek Gini [Indeks 0,398 0,36 0,416 86,54%
Kesejahteraan dan
Stabilitas Kehidupan
Sosial Masyarakat
S.10 |Pengurangan [S10.1 |Angka Kemiskinan [% 4,76 4,65 4,74 106,11%
Kemiskinan
S.11 |Meningkatnya [S11.1 |[Indeks Kerukunan [Indeks B skor 75,68 B skor B skor 77,80 | 104,49%
stabilitas kehidupan (Harmonis) 74,46 (Harmonis)
sosial masyarakat (Harmonis)
[S11.2 |Indeks rasa aman Indeks 82,18 76,27 83,31 109,23%

Sumber: Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah, 2024
Keterangan : IT : Indikator Tujuan IS : Indikator Sasaran

Tujuan 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities
IT 1.1 Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan
mendasar dari perdoman tersebut dari pedoman evaluasi Tahun
sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif,

kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanan program
reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien,
serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin
membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka

meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
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Gambar 2. 9 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2019-2023
Sumber : Inspektorat Kota Madiun, Kementerian PANRB, 2023

Berdasarkan Gambar diatas Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami
kenaikan, sedangkan di Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan
dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi
penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi yaitu Faktor
Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di Tahun 2020 terdapat perubahan
di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut:

e Mandatory (20%): poin-poin penilaian dalam mandatory adalah poin-
poin penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu

bobotnya 60% sekarang berubah menjadi 20%.

e Kewajiban K/L (10%): adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh
lembaga kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh
Kemenkeu), Indeks Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh
BPKP), Indeks SPIP (oleh BPKP), dsb.

e Reform (30%): hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat
daerah.

Sedangkan untuk Tahun 2023, terdapat perubahan kembali dalam
metode dan komposisi pengukuran yang terbagi menjadi 2 (dua) penilaian
yaitu RB General dan RB Tematik. Berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2023, Indeks
Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 87,95 kategori “A-

” dengan capaian kinerja sebesar 127,46%.
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Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

A. |RB General
[. Strategi Pelaksanaan RB General 10 7,05
1 [Rencana Aksi Pembangunan RB General 3 2,33
2 [Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB
General ’ 4,72
[I. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 40 25,88
1 |Penyederhanaan Struktur Organisasi 2 2
2 [Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi 2 0,8
3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4 2,6
4 |[Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 3,5 0,5
S |Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4 3,2
6 [Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,5 0,5
7 |Digitalisasi Arsip 2,5 1,81
8 [Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang
diselesaikan 2, 25
9 [Kualitas Kebijakan 2,5 1,25
10 [Reformasi Hukum 2,5 1,91
11 [Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2,5 1,44
12 [Tata Kelola Pengadaan 2,5 1,84
13 [Sistem Merit 4 2,8
14 [Pelayanan Publik 1,5 1,33
15 Kepatuhan Standart Pelayanan Publik 1,5 1,4
[II. Capaian Sasaran Strategis 50 41,41
1 [Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE) 9 8,01
2 |Capaian Indikator Kinerja Utama Makro 2 2
3 |Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro 8 49
4 |Opini BPK 5 5
S5 [Tindak Lanjut Rekomendasi 4 3,74
6 [Indeks Berakhlak 4 2,52
7 [Survei Penilaian Integritas 10 8,19
8 [Survei Kepuasan Masyarakat 8 7,05
[V. Koefisien 10 0
1 [Koefisien 10 0
Total Korn|ponen RB General
B. |RB Tematik
[. Strategi Pelaksanaan RB Tematik ) 3,04
1 |[Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan 0,4 0,32
2 |Rencana Aksi Realisasi Investasi 0,4 0,2
3 [Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
Fokus Penanganan Stunting 0,4 0,23
4 |Rencana Aksi Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,4 0,4
5 [Rencana Aksi Pengendalian Inflasi 0,4 0,17
6 |Capaian Output Pengentasan Kemiskinan 0,6 0,48
7 |Capaian Output Realisasi Investasi 0,6 0,3
8 Capaia}n Output Digitalisasi Adminstrasi. 0.6 0.25
Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting ’ !
9 |Capaian Output Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,6 0,52
10 |Capaian Output Pengendalian Inflasi 0,6 0,17
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[I. Capaian Indikator Dampak RB Tematik 15 10,57

1 |Capaian Dampak Pengentasan Kemiskinan 3 1,53

2 |Capaian Dampak Realisasi Investasi 3 1,53

3 Capaia}n Dampak Digitalisasi Administra}si 3 256

Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting !

4 |Capaian Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 2,96

S |Capaian Dampak Pengendalian Inflasi 3 1,99

Total Komponen RB Tematik 20 13,61
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 130 87,95

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1.

Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan
tertinggi sampai dengan tingkat terendah;

Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai
dengan tingkat terendah;

Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan
proses panjang dan berkelanjutan;

Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan
reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem
kontrol dari berbagai unsur masyarakat.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah:

1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih
belum dilaksanakan dengan optimal;

Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan
RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah
maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil
menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan
tugas/pelayanan;

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun masih rendah;

Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya
berbasis hasil kerja/prestasi kerja;

Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP); dan
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Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan
menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement)
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta

menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1.

Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan
di Tahun 2022;

Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen
perubahan pada perangkat daerah;

Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
dengan kebijakan lainnya dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun
2021;

Melaksanakan  upaya-upaya dalam  rangka  meningkatkan
pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai,
penyusunan Human Capital Develomment Plan (HCDP) dan
pememtaan talenta pegawai;

Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik
dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan
dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat;
Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat
Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam
rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 s.d. 393 Tahun
2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan
Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang
Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit
kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di Tahun 2022;
Melaksanakan survey Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti
Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas
pada unit pelayanan publik;

Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap Tahun sekali
yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat;
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10. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebagai
bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik;

11. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian
dan evaluasi. Untuk Tahun 2022 ini telah direalisasikan Dashboard
Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak,
sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian
tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun;

Dashboard Manekin

MANAJEMEN KINERJA KOTA MADIUN

= — i
Y B! T e sesual W
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Gambar 2. 10 Realisasi Dashboard Manekin Tahun 2023

Sumber : Aplikasi Manajemen Kinerja, 2023

12. Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015
dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota
Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015
terkait management Quality System-Requirement dan SNI ISO
37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk
Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang
Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Madiun;

13. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan
teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan

14. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian
LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Madiun.
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Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
IS 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja
atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi
kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran
perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :
1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;

2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%;

3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %; dan

4. Evaluasi Internal dengan bobot 25%.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor: 30
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor
31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun
Tahun 2023 bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi
dalam satu Tahun anggaran terdapat beberapa penyesuaian target
indikator salah satunya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Madiun dimana dalam RPJMD target terlalu besar di angka 79 berubah di
angka 71,25 karena melihat perkembangan capaian Tahun 2021 yang
hanya mencapai target 97,22% dalam penyusunan RKPD Murni Tahun
2023, akan tetapi pada RKPD perubahan Tahun 2023 target Kembali di
angka 79. Hal ini dilakukan dengan dasar berdasarkan kenaikan capaian
atas nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2022
sebesar 6,18.

Selain itu telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat
perubahan bobot komponen dan sub komponen serta Kkriteria
penilaiannya, Evaluasi Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada
implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level

perangkat daerah.
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Tabel 2. 12 Hasil Penilaian Pemerintah Kota Madiun

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja 30 23,89

Pelaporan Kinerja 15 12,44

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 18,08

Nilai Hasil Evaluasi 100 80,08
ingkat Akuntabilitas Kinerja BB
Sumber : Kemenpan RB, 2023

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/397/AA.05/2023
tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, hasil evaluasi Pemerintah Kota
Madiun mendapatkan nilai 80,08 dengan Predikat A tercapai 101,37% dari
target RPJMD sebesar 79. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas
kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari
Tahun ke Tahun. ”"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun”
selama kurun waktu 5 (lima) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2019,
2020, 2021, 2022 dan 2023 capaian kinerjanya mengalami kenaikan.
Namun hasil evaluasi Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat diperbandingkan
dengan hasil evaluasi Tahun — Tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub
komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi Tahun 2022 dan Tahun
2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik

pada level pemda maupun level perangkat daerah.
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Gambar 2. 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2019-2023
Sumber : Kemenpan RB, 2023

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah

sebagai berikut:

1.

Memastikan kembali penetapan target kinerja pada setiap level kinerja
yang dapat menggambarkan pencapian kinerja yang realistis;
Melakukan reviu atas pohon kinerja pada aplikasi E-KAK khususnya
dalam perjanjian kinerja pada level taktikal dan operasional sehingga
pencapaian kinerja strategis yang dipengaruhi dapat terkawal,;
Memastikan pengidentifikasian crosscutting pada pohon kinerja
pemerintah daerah untuk dapat membangun keterkaitan pada pola
hubungan kinerja antar perangkat daerah sehingga sehingga
gambaran sharing outcome yang ingin diwujudkan dapat logis;
Mengoptimalkan kembali pemanfaatan aplikasi e-sakip.Madiunkota.go.id
sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang efektif dengan cara
memastikan keterisian realisasi pada pencapaian kinerja triwulanan
yang ditetapkan pada rencana aksi dan rencana kerja setiap
perangkat daerah, sehingga hasil monitoring dan evaluasi dapat
dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan startegi dan aktivitas yang
mempengaruhi capaian kinerja;

Melakukan reviu pada penetapan kinerja program dan kegiatan agar
lebih berfokus menjaga pencapaian kinerja strategis sehingga
pencapaian kinerja strategis lebih efektif dan efisien;

Memastikan kembali matriks peran hasil yang disusun merumuskan
kinerja individu (SKP) benar-benar terkait dengan tugas dan fungsi

yang dimiliki sekaligus menunjang kinerja organisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



10.

11.

12.

13.

-35 -

Meningkatkan  kualitas dokumen laporan kinerja dengan
mengungkapkan analisis seluruh pencapaian realisasi kinerja yang
diperkanjikan, khususnya dalam penyajian analisis keberhasilan dan
kegagalan pencapaian kinerja setiap pencapaian kinerja dan juga
analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja;
Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan
perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan
stratgi serta aktivitas yang menunjang pencapaian Kkinerja
kedepannya sekaligus dalam penetapan perbaikan target kinerja agar
target kinerja tahunan berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan
realisasi target kinerja tahun sebelumnya;

Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
internal agar berisi temuan dan rekomendasi yang konkrit sesuai
dengan permasalah utama yang dialami setiap perangkat daerah
sehingga perbaikan implementasi SAKIP menjadi optimal;

Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap
rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada
perangkat daerah guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang
dilakukan;

Terkait tema yang diangkat yaitu kemiskinan, diharapkan pemerintah
kota Madiun terus melakukan penyempurnaan pohon kinerja
kemiskinan dengan memperhatikan faktor lapangan yang
menyebabkan kemiskinan di wilayah kota Madiun, sehingga dapat
diketahui permasalahan kinerja utama apa saja yang menjadi fokue
utama dalam pengentasan kemiskinan;

Mendorong keterlibatan stakeholder diseluruh wilayah kota Madiun,
baik internal pemerintah daerah maupun eksternal, berdasarkan
informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun
berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;

Mendorong pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu
atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta
anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang
telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan
dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam

menurunkan kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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IS 1.2 Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran, yang
dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran
pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah
daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) untu